
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2007
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp.  Juta)

	1. 
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan;

2. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana; 

3. Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun kawasan-kawasan unggulan dan klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa;

4. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (networking) yang saling menguntungkan. Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman (sharing of experiences), saling berbagi manfaat (sharing of benefits), maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan (sharing of burdens) terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi (scale of economy) tertentu sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah; 

5. Pemberdayaan pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan/ program pengembangan wilayah. 


	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyiapan kajian, kebijakan, standar, dan rencana tindak termasuk konsep-konsep strategis kawasan/permodelan dalam pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

a. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, fasilitasi sarana prasarana permukiman, dan sarana dan prasarana ekonomi pendukung kawasan unggulan.

a. Peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan dan klaster unggulan.

a. Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor.

a. Fasilitasi pengelolaan KAPET, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan KESR, dan pengembangan kawasan andalan.

b. Fasilitasi pengembangan sistem informasi dan database kawasan dan produk unggulan.

c. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelolaan usaha.

d. Fasilitasi forum sosialisasi, promosi, partisipasi pelaku usaha dan masyarakat.

e. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

	a. Tersusunnya analisa kajian, strategi, termasuk Jakstra, permodelan dan rencana tindak pengembangan kawasan, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh prioritas. 

b. Tersedianya dan terkelolanya prasarana dan sarana wilayah; terfasilitasinya pengerahan, penempatan, dan pengelolaan sarana prasarana transmigrasi, serta terkoordinasikannya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah.

c. Meningkatnya kualitas pemerintah daerah sebagai penyusun perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di daerah, serta terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pendampingan dalam penetapan kebijakan yang berpihak iklim investasi.

d. Terwujudnya jejaring kerjasama baik antarwilayah, antarpelaku, dan antar sektor, melalui forum-forum kerjasama lintas pelaku, lintas sektor, dan lintas wilayah.

e. Terwujudnya fasilitasi, bantuan teknis, dan pendampingan pengelolaan kelembagaan pengembangan kawasan termasuk KAPET, pemantauan pengembangan kawasan andalan percontohan, dan fasilitasi koordinasi KESR.

f. Tersedianya informasi dan database pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

g. Terlaksananya kegiatan partisipasi, promosi, dan fasilitasi pada lokasi percontohan.

h. Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.


	Kemenko     Perekonomian,  Depnakertrans,  Depdagri, Dep. PU


	309.112,0

	2.
	
	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyusunan skema alokasi khusus bagi daerah tertinggal dan terisolir 

b. Penyelenggaraan forum koordinasi antar stakeholder pembangunan daerah terisolir
	a. Tersusunnya skema alokasi khusus sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap percepatan pembangunan di wilayah tertinggal dan terisolir

b. Meningkatnya koordinasi antar stakeholder pembangunan daerah terisolir
	Kemeneg PDT


	373.000,0

	3.
	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara lain, penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan seperti:  

a.
pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK),  

b.    skema public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi,  

c.    penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi,  

d.    program listrik masuk desa

2.    Peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan, dan keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan pembangunan SDM sangat diperlukan melalui :

a.    pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan; 

b.    memfasilitasi pendampingan untuk peningkatan produktivitas masyarakat 

3.    Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif;

4.  Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar melalui kegiatan transmigrasi lokal

5.  Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan.

6.  Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis terutama melalui pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar moda transpotasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara


	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Kegiatan-kegiatan pokok:

.   

a. Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah terisolir melalui:

· Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, 

· penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman wilayah untuk pengembangan usaha perekonomian kawasan transmigrasi dan wilayah tertinggal

a. Penyiapan Jakstra Penataan Ruang pada Kawasan Tertinggal

b. Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Tertinggal

c. Pengembangan kelembagaan penataan ruang kawasan tertinggal

d. Pemantauan dan evaluasi kinerja pengembangan kawasan tertinggal


	a. Terbangunnya WPT dan LPT di wilayah terisolir yang dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan yang ada.

b. Tersusunnya Jakstra Penataan Ruang dan Rencana Tindak untuk pengembangan kawasan tertinggal

c. Meningkatnya kelembagaan penataan ruang kawasan tertinggal
	Depnakertrans, Dep. PU


	630.196,6

	4.
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui: 

 a.    peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi;  

b.    peningkatan kapasitas SDM;  

c.    pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan;  

d.    peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan; 

2.    Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain melalui penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan seperti: 

a.
Pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK),

b. 
Public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, 

c. 
Penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi,  

d.    Program listrik masuk desa

3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional;

4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (illegal logging) dan perdagangan manusia (trafficking person). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan;

5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara;  

6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.    Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan melalui:

· Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal, 

· penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman wilayah untuk pengembangan usaha perekonomian kawasan transmigrasi dan wilayah tertinggal

b.  Koordinasi upaya-upaya pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan

a. Penegasan status hukum segmen-segmen batas darat dan laut (Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial dan Batas Landas Kontinen) yang belum jelas dan belum disepakati melalui upaya perundingan dengan prioritas batas wilayah negara antara RI dengan antara  perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina

b. Penataan tanda-tanda fisik dan patok perbatasan di wilayah perbatasan dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, RI-Filipina, dan di pulau-pulau kecil terluar beserta sosialisasinya 

c. Pemetaan batas wilayah

d. Koordinasi penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan

a.   Penyediaan sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB)  termasuk  peningkatan layanan kapabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan (CIQS) dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan dan RI-Timor Leste  di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara

a.   Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan keamanan melalui forum kerjasama antara dua negara (GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, dan SOSEK MALINDO) 


	a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga

b. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; 

c. Meningkatnya survei dan pemetaan batas wilayah administrasi dan internasional di darat dan laut
d. Meningkatnya koordinasi dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan

e. Menurunnya  kegiatan ilegal dan terjaminnya kondisi  keamanan serta penegakan hukum di wilayah perbatasan 

f. Terciptanya kerjasama bilateral yang erat dan saling menguntungkan di segala bidang antara kedua negara
	Kemeneg PDT, Depdagri, Dep. PU, Depnakertrans, BAKOSURTANAL


	150.604,9

	5.
	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ dan ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’;

2.    Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa antara lain melalui penyelesaian dan peningkatan pembangunan trans Kalimantan dan trans Sulawesi;

3.    Pembentukan forum kerja sama antar pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya: (a) pembangunan industri pengolahan yang saling menunjang satu sama lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota; (b) pembangunan infrastruktur yang mempersyaratkan ‘scale of economy’ tertentu; (c) pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan keterpaduan pengelolaan, contoh Jabodetabek-Bopunjur.
	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Pengembangan sistem perkotaan nasional melalui penyusunan profil dan tipologi kota.

a.   Mengidentifikasi simpul-simpul pusat-pengembangan nasional di luar Jawa beserta jaringan-jaringan serta fungsi-fungsi atau peran-peran simpul-simpul yang menghubungkan antar kota-kota.

a.   Memfasilitasi kerjasama antar pemerintah kota dalam merumuskan kerjasama pembangunan dalam mendukung efisiensi pengelolaan kota dan mengurangi kesenjangan wilayah.
	a. Tersusunnya profil dan tipologi kota untuk skala nasional.

b. Teridentifikasi simpul-simpul pengembangan wilayah dan tersusunnya strategi penyediaan sarana-prasana untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa.

c. Terbentuknya jaringan infrastruktur dan lingkungan yang terpadu antar kota.
	Dep. PU, Depdagri
	41.406,4

	6.
	Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya, melalui: (a) peningkatan fungsi pasar regional; (b) pengembangan sentra-sentra industri pengolahan regional; (c) peningkatan fungsi pelabuhan dan terminal regional sebagai ‘outlet’ pemasaran hasil-hasil produksi wilayah; (d) peningkatan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antara kota-kota menengah dan kecil;

2.    Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustry) dari wilayah-wilayah perdesaan, melalui: (a) pengembangan sentra-sentra industri kecil dengan menggunakan teknologi tepat guna; (b) peningkatan fungsi pasar lokal; (c) peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota kecil dengan wilayah-wilayah perdesaan;

3.    Penyiapan dan pemantapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya, terutama wilayah-wilayah yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi;

4.    Pemberdayaan kemampuan: (a) profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (b) kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan ‘good corporate governance’; (c) masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan menengah; 

5.    Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip ‘good urban governance’ dalam pengelolaan perkotaan kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik;

6.    Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan melalui: (a) peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat; (b) pinjaman langsung dari bank komersial dan pemerintah pusat; (c) penerbitan obligasi daerah (municipal bond); (d) ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi;

7.    Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, melalui: (a) pemberian akses permodalan; (b) pengembangan informasi pasar bagi produk-produk lokal; (c) pemberian bantuan teknologi tepat guna.


	Program Pengembangan Kota-kota Kecil dan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Identifikasi fungsi dan peran ekonomi kota  dalam mendorong pengembangan kota kecil dan menengah.

a. Penyiapan dan pengembangan pelayanan infrastruktur pada kota menengah dan kecil;

b. Penyusunan kerangka struktur prasarana dan sarana perkotaan dalam lingkup nasional.

a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di kota kecil dan menengah.

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan di kota kecil dan menengah.

b. Pengembangan NSPM pengelolaan kota kecil menengah untuk mendukung percepatan pembangunan kota kecil menengah

a.   Peningkatan kemampuan pemerintah kota dalam pengembangan ekonomi perkotaan.


	a. Teridentifikasinya fungsi dan   peran ekonomi kota kecil dan menengah.

b. Terlaksananya penyiapan pengembangan  pelayanan  infrastruktur di kota terpilih;

c. Tersusunnya kerangka struktur sarana-prasarana yang meliputi kebutuhan dan prasaranan sesuai dengan RTR.

d. Meningkatnya kapasitas aparatur  Pemerintah di Kota Kecil dan Menengah.

e. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan di kota kecil dan menengah.

f. Meningkatnya kemampuan pemerintah kota dalam mengembangkan ekonomi perkotaan.


	Dep. PU, Depdagri
	32.550,0

	7.
	Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penerapan ‘land use and growth management’ yang menekankan pada ‘infill development’, dengan intensitas bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi ‘suburban sprawl,’ termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan ’zoning regulation.’ secara tegas, adil dan demokratis di kota-kota metropolitan;

2. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi self sustained city, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunanaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti;
3. Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota lama (down-town areas), yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari, dengan melakukan peremajaan kembali (redevelopment) dan revitalisasi (revitalization) kawasan tersebut, termasuk upaya pelestarian (preservation) gedung-gedung bersejarah;
4. Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota dengan memanfaatkannya untuk bangunan pemerintah, masyarakat dan swasta, melalui skema BOO dan BOT; dan penerapan pajak progresif bagi lahan-lahan tidur milik perorangan maupun perusahaan di kawasan-kawasan produktif;
5. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan, khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala ekonomi (scale of economy) tertentu, sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah, sebagai contoh: (a) pembangunan pelayanan transportasi antar moda dan antar wilayah, termasuk angkutan transportasi massal; (b) pembangunan tempat pembuangan sampah; (c) penyediaan air minum; (d) prasarana pengendalian banjir;
6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik (good urban governance); dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial (commercially viable), melalui kontrak, pemberian konsesi dsb;
7. Pembentukan ‘Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan’ yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah: (a) menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan RTRW Nasional; (b) mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan, seperti usulan pembangunan Mall, Hypermarket, Mass Rapid Transit, dan memberikan rekomendasi persyaratan teknis tertentu jika proyek tersebut diijinkan untuk dibangun; (c) memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan publik perkotaan.

	Program Pengendalian Kota Besar dan Metropolitan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pengembangan NSPM pengelolaan kota besar dan metropolitan  yang mengarah pada pembangunan kota yang berkelanjutan.

a. Identifikasi tingkat primasi kota di Indonesia.

a. Peningkatan lingkungan  perkotaan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni;

b.  Pengembalian fungsi kawasan kota  pada kawasan perkotaan yang mengalami penurunan fungsi.

a. Penyusunan kerangka manajemen asset perkotaan.

a. Mendorong kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan wilayah perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan.

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan untuk  kota besar dan metropolitan.


	a.  Teridentifikasinya tingkat primasi kota-kota di Indonesia
b.  Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan sesuai dengan standar layak huni di kawasan terpilih;
c.  Meningkatnya fungsi kawasan kota yang sudah mengalami penurunan kualitas terutama di wilayah kota tua.

d.  Tersusunnya pedoman dan kerangka manajemen asset perkotaan.

e.  Terlaksananya kerjasama pembangunan antar kota untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan.

f.  Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan; aparatur dan pembiayaan kota besar dan metropolitan.


	Dep. PU, Depdagri
	46.026,6

	8.
	Program Penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten dan stakeholder terkait, dan pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan RTRW-Pulau;

2. Penyempurnaan dan penyerasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis;

3. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;

4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi;

5. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.


	Program Penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Operasionalisasi dan sinkronisasi RTRWN dan RTR Pulau dengan RTRW di bawahnya.

a. Penyusunan dan Sosialisasi UU tentang perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

b. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU tentang perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

a. Penyusunan, peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional;

b. Pemetaan dasar rupabumi dan tata ruang 

a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap bencana, antara lain: mekanisme insentif-disinsentif, kerjasama pemanfaatan ruang antar daerah, pelaksanaan zoning regulation;

b. Penyusunan pedoman penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Penguatan koordinasi dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang di pusat dan daerah;

b. Penguatan kelembagaan penataan ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tanggap terhadap bencana, mampu menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang, dan mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;

c. Peningkatan koordinasi penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
	a. Terwujudnya penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral
b. Terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang mampu menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya konflik pemanfaatan ruang
c. Tersedianya peta dasar untuk mendukung penyusunan Rencana Tata Ruang.

	Dep. PU, Depdagri,  DKP, LAPAN, BAKOSURTANAL


	195.513,4

	9.
	Program Pengelolaan Pertanahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
   Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

2.
   Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat; 

3.
   Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah; 

4.
   Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan; 

5.
   Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan. 


	Program Pengelolaan Pertanahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

a. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah

a. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan

b. Penegakan hukum pertanahan dalam rangka pengendalian dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

a.  Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan.
	a.    Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.


	BPN
	873.330,3

	10.
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1.  Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali; 

2.  Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; 

3.  Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 

4.  Pengembangan jaringan kerjasama usaha; 

5.  Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; 

6.  Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan. 


	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

a. Pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan

a. Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan

b. Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan

c. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal

	a. Meningkatnya keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal.

b. Meningkatnya sinergi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan.

c. Terbangunnya kawasan produksi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, HTI, industri pengolahan di daerah terisolir


	Dep. PU, Depdagri,  Kemeneg PDT
	191.114,0

	11.
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 

2. Reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pada lahan dan pengelolaan sumber daya alam; 

3. Penyederhanaan sertifikasi tanah di kawasan perdesaan; 

4. Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi; 

5. Pengembangan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan; 

6. Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; 

7. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 

8. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 

9. Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; 

10. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pembangunan kawasan perdesaan; 

11. Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan 

12. Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah lintas wilayah administrasi. 


	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan


	a. Meningkatnya keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
	Kemeneg PDT


	15.000,0

	12.
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan infrastruktur perdesaan kompensasi pengurangan subsidi BBM


	a. Tersedianya infrastruktur perdesaan di desa terisolir

b. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam akses infrastruktur perdesaan
	Kemeneg PDT
	37.953,1

	13.
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi; 

2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan; 

3. Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya; serta 

4. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat. 
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah pada bidang ekonomi dan hukum di wilayah perbatasan


	a. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah di kawasan perbatasan


	Depdagri
	13.850,0

	14.
	Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs); 
	Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Pembinaan kerjasama internasional


	a.    Meningkatnya koordinasi teknis perundingan batas internasional dan pertemuan teknis internasional
	BAKOSURTANAL
	500

	15.
	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; dan litbang bidang tematis lainnya; 

2. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut


	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Penelitian dan pengembangan geomatika


	a.  Meningkatnya kegiatan litbang geodesi dan geomatika


	BAKOSURTANAL
	1.500,0

	16.
	Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah. 


	Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Penyediaan atlas sumberdaya atlas publik dan pembangunan basis data atlas
	a. Meningkatnya ketersediaan Atlas Sumberdaya, lingkungan dan publik beserta basis datanya, serta Atlas Indonesia


	BAKOSURTANAL
	9.007,5

	17.
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.     Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat; 

2.    Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, khususnya dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, dan Timor Leste

 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pemetaan tematik SDA dan LH matra laut 
b. Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan
c. Peningkatan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terdepan/terluar 


	a. Meningkatnya cakupan peta tematik SDA dan LH matra laut 

b. Meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan

c. Terkelolanya batas wilayah dan sumber daya kelautan dan pulau-pulau terdepan/terluar

 
	DKP, BAKOSURTANAL, Depdagri


	546.931,8

	18.
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; 

2.    Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup


	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pengembangan geodesi dan geomatika

b. Penyelenggaraan sistem jaringan dan standarisasi data spasial

c. Pemetaan tematik SDA dan LH matra darat


	a. Meningkatnya ketersediaan data dasar perpetaan, jaring kontrol horisontal dan vertikal, dan pengelolaan stasiun tetap Global Positioning System (GPS) guna pemantauan geodetik dan geodinamika bumi

b. Tersusunnya kajian wilayah dan deskripsi geografi SDA dan LH

c. Meningkatnya inventarisasi data dan informasi serta cakupan peta tematik matra darat serta basis datanya guna mendukung penetapan dan pemeliharaan titik-titik dasar (base point) di 92 pulau-pulau kecil terluar dengan pembangunan rambu/menara suar di pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni

d. Tersusunnya neraca SDA dan LH


	BAKOSURTANAL
	16.500,0

	19.
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Bengkulu, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara

 
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyelamatan Pulau Karang Nipah


	a.   Dipertahankannya keberadaan Pulau Karang Nipah sebagai titik terluar wilayah NKRI yang sangat berpengaruh terhadap luas laut teritorial


	Dep. PU
	1.864.810,0

	20.
	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia


	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara

b. Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina

c. Operasi keamanan di wilayah perbatasan


	a.  Terlaksananya pembangunan pos lintas batas (PLB) dan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara

b.  Meningkatnya keamanan di wilayah perbatasan


	Dephan


	1.209.845,1

	21.
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian

2.    Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri


	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan Mapolres, Pos Polisi, Rumdin Pos Polisi, dan pengadaan materiil pendukung pos Polisi Perbatasan
	a. Meningkatnya prasarana dan sarana Polri untuk peningkatan keamanan di wilayah perbatasan
	Polri
	2.723.670,0

	22.
	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia


	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penegasan status hukum segmen-segmen batas darat dan laut (Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial dan Batas Landas Kontinen) yang belum jelas dan belum disepakati melalui upaya perundingan dengan prioritas batas wilayah negara  antara RI dengan antara perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina

b. Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, dan JWG Indonesia-Filipina, dan SOSEK MALINDO


	a. Tercapainya kesepakatan batas wilayah negara  antara RI dengan antara perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina.

b. Terciptanya kerjasama bilateral yang erat dan saling menguntungkan antara kedua negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan.


	Deplu
	543.716,3

	23.
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara.


	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Operasi keamanan di wilayah perbatasan


	a. Meningkatnya keamanan di wilayah perbatasan


	Polri


	4.018.657,5

	24.
	Program Pengembangan Bela Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.  Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai
	Program Pengembangan Bela Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, hukum, dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, dan JWG Indonesia-Filipina

	a. Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI


	Dephan


	1.282.996,5

	25.
	
	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, hukum, dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, dan JWG Indonesia-Filipina

	a. Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI


	Polri
	71.348,7

	26.
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km; dan

2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km


	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan sepanjang 205,9 ribu meter pada jalan nasional terutama pada lintas strategis di Sumatra dan Jawa


	a. Terpeliharanya jalan nasional sepanjang 34.039 kilometer.

b. Terpeliharanya jembatan sepanjang 205,9 ribu meter pada jalan nasional.
	Dep. PU
	3.437.974,6

	27.
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ruas arteri primer sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan merupakan jalur utama perekonomian serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut;

2. Penanganan jalan sepanjang 1.800 km  pada daerah perbatasan dengan negara tetangga;

3. Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan pedesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir; dan


	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan jalan nasional sepanjang 2.739 kilometer Lintas Utara dan Selatan Jawa dan Lintas Timur dan Barat Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; serta pada wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan.   pembangunan jembatan di ruas jalan startegis seperti di Sumatra Barat (Kelok 9), Kapuas II Kalbar, Rumpiang di Kalsel, Srandakan di Yogya, Suramadu di Jawa Timur.

b. Penanganan jalan  dan jembatan di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalbar, Kaltim, dan NTT;

c. Pembangunan jalan di wilayah terisolir; dan penanganan jalan di wilayah rawan bencana dan akibat kerusuhan sosial.

d. Peningkatan dan penyediaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas

	a. Meningkatnya jalan nasional sepanjang 2.739 kilometer pada lintas stratgis di Jawa, Sumatra, dan beberapa pulau lain.

b. Terbangunnya jalan nasional non tol sepanjang 1.370 kilometer lintas strategis di Jawa, Sumatra, dan beberapa pulau lain. 

c. Terbangunnya 5,17 ribu meter jembatan pada jalan nasional.

d. Terbitnya peraturan pelaksanaan UU No. 38/2004 tentang Jalan
	Dep. PU
	5.279.325,8

	28.
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan

2. Penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan termasuk penyesuaian tarif, diversifikasi dan konservasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, serta pengurangan losses terutama pada sisi transmisi dan distribusi baik yang teknis maupun non teknis

3. Peningkatan pembangunan listrik perdesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang.


	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana dasar listrik/listrik perdesaan 

b. Penerapan skim kewajiban layanan listrik pedesaan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dengan memperhatikan budaya setempat

c. Program listrik masuk desa


	a.   Tersedianya prasarana dan sarana dasar listrik di perdesaan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, serta wilayah terisolir
	Dep. ESDM
	2.117.473,3

	29.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan Usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kelompok usaha bersama (KUBE)


	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.    Pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

b.    Peningkatan Akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap pelayanan sosial dan ekonomi serta terhadap wilayah di sekitarnya


	a. Meningkatnya akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap pelayanan sosial dan ekonomi serta terhadap wilayah di sekitarnya


	 Kemeneg PDT
	10.000,0

	30.
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan mekanisme dan besarn bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika

2. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perbatasan.


	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penerapan Universal service Obligation (USO) untuk telekomunikasi
b. Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana dasar komunikasi 

	a. Meningkatnya prasarana dan sarana dasar komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, serta wilayah terisolir


	Depkominfo
	1.658.627,7

	31.
	Program Pembangunan Transportasi Laut

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi
	Program Pembangunan Transportasi Laut

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan rambu/menara suar di pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni 

b. Peningkatan dan penyediaan pelabuhan, dermaga, dan terminal antarnegara untuk meningkatkan aksesibilitas 
c. Pelayanan pelayaran perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)

	a. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi laut dan pelayanan pelayaran perintis di wilayah terisolir 


	Dephub
	1.499.537,1

	32.
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil


	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan dan penyediaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas

b. Pelayanan bus perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)

	a. Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan serta pelayanan bus perintis di wilayah terisolir


	Dephub
	128.834,1

	33.
	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pembangunan dermaga sungai, danau dan penyeberangan
	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pelayanan transportasi penyeberangan perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)


	a. Meningkatnya pelayanan transportasi penyeberangan perintis di wilayah terisolir


	Dephub
	615.165,6

	34.
	Program Pembangunan Transportasi Udara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi


	Program Pembangunan Transportasi Udara

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan dan penyediaan lapangan terbang untuk meningkatkan aksesibilitas
b. Pelayanan penerbangan perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)


	a. Meningkatnya  ketersediaan prasarana pelayanan penerbangan dan penerbangan perintis di wilayah terisolir


	Dephub
	979.193,1

	35.
	Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat termasuk di dalamnya penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai dasar bagi pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun.
	Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyediaan prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil

b. Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman di wilayah perbatasan pada 33 kawasan


	a. Tersedianya prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil dan wilayah perbatasan


	Dep. PU
	844.184,3

	36.
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.   Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya; 

2.    Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertinggal antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung; 

3.    Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal; 

4.    Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; 

5.    Pembangunan prasarana air baku dengan memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.


	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana dasar air bersih 


	a.   Tersedianya prasarana dan sarana dasar air bersih di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar


	Dep. PU
	477.854,0

	37.
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

2. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir


	a. Terbangunnya sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir


	Dep. PU
	1.060.578,0

	38.
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan; 

2.    Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi
b. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah 

c. Pembangunan asrama guru dan murid untuk daerah terpencil

d. Penyediaan buku pelajaran
	a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terisolir


	Depdiknas, Depag
	23.168.260,6

	39.
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi; 

2.    Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya.


	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan


	a. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terisolir


	Depdiknas, Depag
	3.339.811,4

	40.
	Program Pendidikan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi.

2. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. 

3. Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap.

4. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan.


	Program Pendidikan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi
b. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah 

c. Penyediaan buku pelajaran


	a.   Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terisolir
	Depdiknas, Depag
	4.410.449,2

	41.
	Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan. 
	Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional


	a. Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional di wilayah terisolir


	Depdiknas, Depag
	772.579,3

	42.
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; 

2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 

3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar;

5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 

	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya

b. Dukungan pembangunan rumah sakit di daerah pemekaran dan terisolir secara efektif

	a. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di wilayah terisolir 


	Depkes
	2.759.186,6
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